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Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan
sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan
hukumnya dapat berupajual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan
wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli merupakan salah
satu obyek Pagjak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008. Pgjak Penghasilan PPh Final dihitung dan disetorkan sendiri oleh Wgjib Pajak sesual dengan
sistem perpajakan self assessment. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib
Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak.

Daam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting
bagi Direktorat Jenderal Pajak. Keberadaan basis data perpajakan merupakan tindak lanjut dari Pasal 35A
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi yang
berkaitan dengan perpgjakan dari setiap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Dataini akan
dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

...... The transfer of land rightsisalega act of transfer of land rights that is purposely donein order for the
release of those rights from the original holder and switch to someone else 39 srights. Legal actions may be
in the form of sale and purchase, exchange, donation, inclusion in a company, beneficiary of will, or auction.
The legal acts are evidenced by a deed drawn up in before a Land Deed Official PPAT . The transfer of land
rights by the act of purchase and sale is one of the income taxes as referred to in Article 4 paragraph 2 of
Law No. 7 of 1983 on Income Tax, as last amended by Law No. 36 of 2008. Final Income Tax PPhis
calculated and paid by the taxpayer in accordance with the self assessment tax system. The success of this
system is determined by voluntary compliance of the taxpayer and optimized control of the tax authorities.
In this self assessment system, the presence of complete and accurate database is essential for the
Directorate Genera of Taxation. The presence of taxation database is afollow up of Article 35A University
of Indonesia V1 of Law No. 6 of 1983 on Taxation General Provisions and Procedures as amended by Law
No. 16 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 5 of 2008 on the Fourth
Amendment of Law No. 6 of 1983 on Taxation Genera Provisions and Procedures which grants authority to
the Directorate Genera of Taxation to collect data and information relating to the taxation from every
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agencies, institutions, associations, and other parties. This datawill be used to test compliance of Taxpayers.



